BAB IV

Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim di Dalam
Memutus Perkara Cerai Gugat Terhadap Suami yang Melakukan
Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Putusan
Pengadilan Agama Tigaraksa Dengan Nomor Perkara
1165/Pdt.G/2013/PA. Tgrs.

A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Batasan Kekerasan
yang Bisa Dijadikan Alasan Perceraian.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup
rumah tangga.

Terjadinya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan
sikap istri yang dianggap sebagai pembangkangan istri kepada suami.
Sikap itu dalam terminologi fikih biasa disebut Nusyuz. Dalam kaitan
ini konsep nusyuz perlu ditelaah karena kadang-kadang menimbulkan
diskriminatif terhadap istri.

Perlakuan diskriminatif terhadap istri itu akibat dari pemahaman
bahwa nusyuz merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan
istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami tidak ada nusyuz,
sehingga suami tidak haram melakukan tindakan-tindakan yang tidak
disenangi istrinya karena agama tidak mempersalahkannya.

Secara Etimologis, nusyuz dapat diartikan sebagai sikap istri

yang yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.
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Menurut Ibnu Manzur, secara Terminologi nusyuz adalah rasa
kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri
timbul rasa benci kepada suami, dan juga sebaliknya suami timbul rasa
benci kepada istri. Jadi, nusyuz tidak berlaku bagi istri saja.

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan
rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.?

Jadi, nusyuz tidak berlaku bagi istri saja. Pada suami juga ada
nusyuz. Jelasnya, nusyuz itu ada dua macam, yaitu : Nusyuz yang
dilakukan istri terhadap suami, dan nusyuz yang dilakukan suami
terhadap istrinya.

1. Nusyuz yang dilakukan istri terhadap suami, Sebenarnya para
ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-
bentuk nusyuz itu sendiri. Dan diantara tingkah laku dan ucapan
yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz istri terhadap
suami ialah:

a. Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman
bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar’i .
padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman
bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal)
tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.

Y Abu al-Fadil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al-Afrigi
al-Misri, Lisan al-Arab, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1990 M/ 1401 H), Juz V, h. 418.

2 Artikel Rofiq Nasihudin, Nusyuz, dikutip pada hari Jumat, 26 Agustus
2013.
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b. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin
suaminya. Akan tetapi, mazhab Syafi’i dan Hambali
berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk
keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan
tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami
maka istri itu dianggap nusyuz.

c. Apabila istri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam
suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang istri
kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh

suaminya untuk melakukan hubungan suami istri.
Olizs wle 4 U V'b as) b A ae gl o)l Les 13

Istri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu
alasan yang sah maka ia dianggap nusyuz.

d. Membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu
rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat
lain yang tidak bersama suami.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam
kategori nusyuz istri sehingga suami diperbolehkan
memukulnya diantaranya ialah misalkan mencaci maki
orang lain, mengucapkan Kkata-kata yang tidak pantas
diucapkan seperti bodoh, kepada suami meskipun suami
mencaci terlebih dahulu.

2. nusyuz yang dilakukan suami terhadap istri, Sebagaimana istri,

nusyuz suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan, atau juga
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dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana
diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:
a. Mendiamkan istri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi
selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
b. Mencela istri dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau
jiwanya.
c. Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri
tidur bersama.
d. Menyuruh istri melakukan maksiat, dan melanggar larangan
Allah.
Sementara itu, bentuk nusyuz yang berupa perbuatan dapat
berupa:
1. Tidak menggauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab
yang jelas.
2. Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, atau
celaan, dengan tujuan untuk hendak mencelakakan istri.
3. Tidak memberi nafkah sandang, pangan, dan papan
terhadap istri.
4. Menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya.

5. Bersenggama dengan istri melalui duburnya.®

Ekspresi rasa benci (nusyuz) tersebut bisa melalui perkataan,
seperti saat tidak taat, dipanggil pura-pura setuju tetapi setelah itu
berontak, dan bisa juga melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik

di hadapan pasangannya. Karena itu idealnya kedua belah pihak harus

® Artikel Rofiq Nasihudin, Nusyuz, dikutip pada hari Jumat, 26 Agustus
2013.
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bergaul secara baik, saling menasihati, dan saling mengingatkan
apabila ada yang berbuat salah.

Jika ada pihak yang membuat hati timbul rasa benci, tugas
pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika
pertentangan itu muncul dari istri, maka suami harus mengingatkannya
secara persuasif dengan langkah-langkah yang diajarkan Allah dalam

Alquran sebagai berikut:
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-
perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kami beri
nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah
ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar
(QS. An-Nisa (4) :34).*

Sehubungan dengan kekerasan fisik, Islam telah memberikan
batasan-batasan tertentu yaitu melalui tahapan-tahapan. Firman Allah
SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34:

* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-
Quran dan terjemah (Depok: Jakarta 2005) h.84.
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Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar ”. (Q.S. An-Nisa’ :34).

Dengan adanya tahap sanksi-sanksi seperti yang terdapat dalam
surat An-Nisa ‘: 34 ini, Al-Qur’an justru ingin mencegah pemukulan
terhadap istri dan secara bertahap menghapuskannya. Sabda Nabi
Muhammad SAW setelah itu menunjukkan pelanggaran pemukulan
terhadap istri.”

Jadi, jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan
beberapa usaha perbaikan secara bertahap yaitu: Pertama, menasihati
dan mengingatkan apa yang harus dilaksanakannya, dan juga
mengingatkan istri bahwa durhaka kepada suami akan menimbulkan
akibat yang tidak baik di dunia dan di akhirat. Kalau usaha ini gagal,
melangkah pada usaha selanjutnya. Kedua, pisah ranjang, membiarkan
istri tidur sendiri, tidak ditemani, hingga damai. Sebab pada umumnya
perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri. Jika sampai di sini

istri masih membangkang, dilakukan usaha terakhir. Ketiga,

®Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-
Quran dan terjemah (Depok: Jakarta 2005), h. 84.
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memukulnya dengan batas tidak sampai mengakibatkannya jatuh sakit.
Pukulan yang beradab, bukan pukulan yang biadab.®

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dispensasi Alguran
kepada suami memukul istri, hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan
kondisi darurat itu harus diukur menurut ukurannya. Tindakan tersebut
juga merupakan suatu pendidikan yang bersifat insidental sebagai suatu
pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal
menyadarkan kekeliruan istri.’

Di samping itu, dispensasi pukulan mendidik istri nusyuz itu
tidak boleh semena-mena oleh suami. Dalam hal ini lbn Hajar al-
Asgalani (773-852 H) mengatakan bahwa secara global memukul istri
itu dibolehkan dengan tujuan mendidiknya bila suami melihat sikap
istri yang tidak disukainya sementara keharusan istri mentaatinya.
Namun jika dirasa dengan ancaman saja sudah cukup, maka yang
demikian itu lebih baik.®

Jika tujuan sudah dicapai dengan isyarat, maka tidak usah
dengan tindakan. Hal ini karena tindakan pukulan bisa menyebabkan
terjadinya pertentangan yang merusak hubungan suami istri, kecuali
dalam urusan yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Pukulan
kepada istri yang membangkang hanyalah sebagai sarana eksekutif dan

pembinaan akhlak istri, dan bukan tujuan. Hal yang enjadi prioritas

® La Jaman”Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, diterbitkan
oleh Dr. H. Tarmizi Taher, http://www.lajamaa26@gmail.com.

’ La Jaman”Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, diterbitkan
oleh Dr. H. Tarmizi Taher, http://www.lajamaa26@gmail.com.

® La Jaman”Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, diterbitkan
oleh Dr. H. Tarmizi Taher, http://www.lajamaa26@gmail.com.
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utama adalah terwujudnya tujuan, yaitu: “ kesadaran istri atas

kekeliruannya,” dan bukan untuk “menyakiti fisik”.’

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor
1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.
1. Tentang Duduk Perkara.

Tentang para Pihak. Pada putusan ini adalah perkara nomor
1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. Penggugat adalah Istri, umur 23 tahun,
Agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Kemudian Tergugat
adalah Suami, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Kota Tangeang Selatan, alamat sekarang tidak diketahui
keberadaannya di dalam wilayah Republik Indonesia (ghaib)
selanjutnya disebut sebagai Tergugat.®

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa
Nomor Perkara 1165/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, telah mengajukan
permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan
alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat orang tidak mampu berdasarkan surat
keterangan tidak mampu yang yang dikeluarkan oleh Kepala

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota

Tangerang Selatan.

% La Jaman”Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, diterbitkan
oleh Dr. H. Tarmizi Taher, http://www.lajamaa26@gmail.com.

10 pytusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Perkara Nomor
1165/Pdt.G/2013/ PA. Tgrs
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. Pada tanggal 26 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor:-, tanggal 09 Juli 2008;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di
Kota Tangerang Selatan;

. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri
dan dikarunia seorang anak bernama : Anak Penggugat dan
Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun.

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak
Februari 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus, dan tidak dapat hidup rukun lagi;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihnan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering
melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada
Penggugat. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
disamping itu Tergugat menjalin hubungan special dengan
perempuan lain yang tidak dikenal, karena Penggugat sering
melihat ada SMS di dalam Hp Tergugat, sehingga di duga
Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih
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1 tahun 6 bulan yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada
hubungan seperti layaknya suami isteri, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaannya;

h. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis
kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warakhmah sudah tidak
mungkin tercapai lagi;

I. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat
tidak bisa dipertahankan lagi, hidup rukun dan harmonis
kembali seperti layaknya hubungan suami isteri, dan Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan keputusan
yang seadil-adilnya;

2. Tentang Hukumnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat
adalah seperti berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali
dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil,
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa
perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam,
oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi
Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dengan wilayah
Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat telah
mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini
termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P-1) Penggugat
dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah
sebagaimana P-2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :-
tanggal 09 Juli 2008; merupakan Akta autentik dan mempunyai
nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165
HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,
oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing adalah suatu
kedudukan hukum, atau pondasi bagi seseorang dalam melakukan
suatu perbuatan hukum, untuk mengajukan gugatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir
tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat
terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada
Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
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disamping itu Tergugat sering menerima SMS dari perempuan lain,
sehingga patut diduga Tergugat ada menjalin hubungan spesial
(berselingkuh) dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah
membantah atas gugatan Penggugat karena Tergugat sendiri tidak
pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal
76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim
perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat
sebagai saksi dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan
orang yang dekat sebagai saksi masing-masing bernama : Saksi |
dan Saksi Il dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga disebakan
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena
Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat disamping itu
Tergugat sering menerima SMS dari perempuan lain, sehingga
patut diduga Tergugat menjalin hubungan spesial dengan
perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang Penggugat ajukan,
mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi
keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang
demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 HIR para saksi dapat
menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi
satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian

mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan
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Pasal 171 dan 172 dan 175 HIR serta mereka terdiri dari dua orang
saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi
yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga sebagaimana
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa tujuan
perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah, dan warakhmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui
bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin,
karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu
apabila ikatan lahir batin sudah tidak ada dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat dan
Tergugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan
Tergugat hingga pisah tempat tinggal, dalam rumah tangganya
sering berselisih yang terus menerus disebabkan Tergugat sering
sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat disamping itu Tergugat
sering menerima SMS dari perempuan lain, sehingga patut diduga
Tergugat menjalin  hubungan spesial dengan perempuan lain
(berselingkuh), maka menurut Majelis Hakim kondisi tersebut
merupakan fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah rapuh dan sulit mencapai kedamaian dalam rumah tangganya,
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karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang,
cinta-mencintai, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat Ar-
Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan
Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya sering berselisih
yang terus-menerus dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan, bahkan Tergugat tidak
diketahui keberadaannya, maka ini merupakan bukti telah secara
nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah,
tidak satu pikiran, dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat
dengan Tergugat sudah sulit terwujud sebagaimana yang di cita-
citakan seperti tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkinnya lagi
Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang
bahagia dan kekal apalagi sakinah, mawadah, warakhmah
sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, sekalipun rumah
tangga dipertahankan, maka menurut Majelis Hakim akan lebih
banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka
perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri
perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penguggat
yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat
fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan sehingga tidak
ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan Pasal 19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Tergugat telah
dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat

(1) HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

C. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam
Memutus Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.

Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/ PA. Tgrs merupakan perkara
judicial review (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung karena MA
mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan selain itu
Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.™

Permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh Pihak
yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan
perundang-undangan, Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/ PA. Tgrs
tentang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah
tangga, bisa dikatakan perkara yang bisa diajukan dengan mengajukan
permohonan judicial review karena di sini terdapat salah satu pihak

yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan

1 Lihat Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung-UU 5/2004.



68

perundang-undangan yaitu pihak istri yaitu istri di sini sering
mendapatkan perlakuan kasar, baik yang berupa perkataan dan
perbuatan yang berasal dari suami selama mengarungi bahtera rumah
tangganya.*?

Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian
terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan adalah Penjelasan
Pasal 39 ayat (2) huruf d UU 1/1974 yang kelak dijabarkan pula dalam
Pasal 116, huruf d Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI),
memuat salah satu alasan perceraian:” Salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang
lain”. Tanpa mengatur secara hukum normatif bahwa manakala terjadi
kekejaman atau penganiayaan berat terhadap istri, niscaya dan bukan
tidak mungkin terdapat personae penyebab timbulnya kekejaman atau
kekerasan dalam rumah tangga. Korban dari Kekerasan dalam rumah
tangga yaitu kebanyakan dari pihak perempuan atau pihak istri.
Misalnya, suami melanggar hak dan kewajiban suami isteri, Selain itu
suami sudah tidak memberikan nafkah selama tiga tahun berturut-
turut.”

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986),
yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

12 « Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review ka MA dan MK”,
www://httgp:hukumonline.com/, diunduh pada Senin,07 Maret 2011, pada jam

¥salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Perkara Nomor
1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Artinya: “ sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebajikan (QS. An-Nahl (16):90).
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1981).Jadi Hakim bertugas memberi kewenangan dan tanggung
jawabnya sebagai penegak hukum dan keadilan.**

Jika diperhatikan kemudian dianalisa dengan seksama, maka
pada pasal 116 point (d) pada isi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
terdapat kata-kata kekejaman atau penganiayaan berat, memang tidak
disebutkan secara detail bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu
sebagai alasan perceraian. Namun jika diterjemahkan lagi maka kata-
kata kekejaman dan penganiayaan berat itu mengarah kepada objek
berupa fisik atau tubuh.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim
terhadap perkara yang diputus telah tepat, karena berdasarkan KHI
pasal 116 point (d), yang menyatakan bahwa:“Salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain”.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana hukumnya bagi seorang Istri yang menggugat cerai
suami akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam
pandangan Hukum Islam dan Perundang-Undangan?

2. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Hakim sendiri setelah
mendengar langsung penjelasan dari pihak Penggugat/istri yang
mendapatkan perlakuan kekerasan dari pihak Tergugat/suami
dalam rumah tangga?

3. Keputusan apa yang diambil oleh Hakim dalam menindaklanjuti

masalah kekerasan dalam rumah tangga?

Ywildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2013), h. 55.
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4.

10.

dampak apa saja yang timbul dari suami yang melakukan
kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, yang berakhir
pada perceraian?

faktor apa saja yang menjadi pemicu suami melakukan
kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga?

Bagaimana cara Hakim mengatasi supaya tidak terjadi kembali
kasus kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat?
Apa saja batasan kekerasan yang bisa dijadikan alasan
perceraian?

Bagaimana putusan hakim ketika istri tetap ingin bercerai tetapi,
suami ingin tetap mempertahankan kembali rumah tangganya?
Bagaimana pandangan hakim terhadap kasus kekerasan suami
terhadap istri dalam rumah tangga yang tercantum pada putusan
Pengadilan Agama dengan nomor perkara
1165/pdt.G/2013/PA.Tgrs?

Menurut Pandangan Hakim sendiri Tentang definisi Kekerasan

dalam Rumah Tangga itu sendiri?

Daftar Jawaban Pertanyaan

Dasar hukum bagi seorang Istri yang menggugat cerai Ssuami
(Khulu) akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah,

menurut para fuqaha, Khulu’ adalah perceraian dengan disertai

sejumlah harta sebagai iwadh’ yang diberikan oleh istri kepada

suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan,

baik dengan kata khulu, maupun talak.
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. Tindakan yang dilakukan oleh Hakim sendiri setelah mendengar
langsung dari pihak Penggugat/istri yang mendapatkan perlakuan
kekerasan dalam rumah tangga ialah, dalam masalah perceraian
apapun alasannya ini tetap harus dibuktikan, harus dibuktikannya
dengan mendengar langsung dari keterangan kedua belah pihak,
tidak hanya satu pihak apabila pihak lawannya hadir, apabila tidak
hadir pihak lawannya bisa dengan cara sepihak.

Keputusan yang diambil oleh Hakim dalam menindaklanjuti
masalah kekerasan dalam rumah tangga ialah Keputusan
Pengadilan bermacam-macam pertama, apabila perkaranya terbukti
maka putusan dikabulkan, apabila pihak penggugat tidak bisa
membuktikan perkaranya maka putusan ditolak. Jadi keputusannya
bisa dikabulkan, ditolak, atau keputusannya bisa dikatakan tidak
dapat diterima.

. dampak yang timbul dari suami yang melakukan kekerasan
terhadap istri dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian,
dampaknya itu bisa terjadi kepada anak, bagi yang sudah memiliki
anak.

. faktor yang menjadi pemicu suami melakukan kekerasan terhadap
istri dalam rumah tangga ialah karena adanya emosi, kurangnya
pemahaman agama, dan banyak faktor lain yang bisa menjadi
pemicu suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

. cara Hakim mengatasi supaya tidak terjadi kembali kasus kekerasan
dalam rumah tangga dikalangan masyarakat, ialah pemahaman
agama, harus bisa memahami konsep rumah tangga yang benar
menurut syariat Islam, selain memahami konsep tersebut suami istri

harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangganya.
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7.

10.

batasan kekerasan yang bisa dijadikan alasan perceraian yaitu jika
istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha
perbaikan secara bertahap. Dari uraian di atas dapat dipahami
bahwa dispensasi Alquran kepada suami memukul istri, hanya
berlaku dalam kondisi darurat, dan kondisi darurat itu harus diukur
menurut ukurannya.
putusan hakim ketika istri tetap ingin bercerai tetapi, suami ingin
tetap mempertahankan kembali rumah tangganya dilakukan
beberapa pertimbangan-pertimbangannya ialah dilihat dari faktor
sosiologis, faktor historis, dan sebagainya, karena apabila
dipaksakan percuma saja natinya takut timbul kemudharatan dan
kesengsaraan bagi kedua pihak tersebut apabila rumah tangganya
itu tetap saja dipertahankan jika di dalam rumah tangga tersebut
sudah tidak timbul rasa sayang dan cinta.
pandangan hakim terhadap kasus kekerasan suami terhadap istri
dalam rumah tangga yang tercantum pada putusan Pengadilan
Agama dengan nomor perkara 1165/pdt.G/2013/PA.Tgrs yaitu
- bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam
rumah tangga, namun tidak berhasil.
Menurut Pandangan Pak Hakim sendiri mengenai definisi
Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan yang berakibat fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelataraan rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.



